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.PENGUASAAN 
PROI}UKSI MELALI}I

INTEGRAST YERTIKAL
(Ditinjau Dari UU Ns5 Tahun 1999 tentang Larangan
kahekMonopolidarr pffsaingan Us&a Tidak Sehat)

St, Nurfannah
Universibs Istam Negeri (UIN) dauddin Makassar

trmdh adryn_a mj o h@mh oo. c o. i d

A,bstraet

Mastery of the 'market can be done by master.ing a mtmber of products
included in 'the series of produetion or conmtonly called vertical integration
Control of hrxliness vertically is done by corxralling the brxl'ness line from
upstream to downstresm with the aim af closing the opporttmity af other business
actors entering rhe businessfi"ld Sachphenomena can lead to unhealtlry business
practices that leod to the emergence of economic distortions.
Keywo rds: verfical integration, mastery

Abstrak
Penguasaan pasar dapat dilalarkan dengan menguasai sejumlah produk

yang termasuk dalam rmgkaian produksi atau lazim disebut integrasi vertikal.
Penguasaan usalta seoara vertikal dihk*an dengan cara rnenguasai jalur usaha

dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan menutup peluang pelaku usaha lain
memasuki bidsng usaha tersebut. Fenomena seperti itu dapat menyebabkan
praktek bisnis yang tidak sehat yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonomi.
Kata KuncL integrasi vertikal, penguasaan

E 
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PEIYDAIIULUAN
ra globalisasi akan semakin ketat.

lah syarat utama yaog harus dipenuhi

an pasar yang semakin kompetitif.
dengan kemampuan menghasilkan

dan didukung oleh kemampuan

menumbuhkan seluruh potensi bangsa secara terpadu antara pelaku ekonomi, baik
dunia usaha maupun pemerintah.

Keterpaduan tersebut hanya dapat tercipta jika ada pengaturan perilaku.

Pengaturan tersebut dijabarkan dengan berbagai macam rambu, baik yang

terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam

bentuk-bentuk kode etik. I

Pesatrya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan ilktim usaha

yang seha! efektif, dan efesien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
yang wajar. Pada akhirnya setiap omng akan menikmati iklim usaha yang

dibangun atas dasar persaingan yang sehat dan fair.

Kerangka hakikat bisnis sebagai profit making activity, yaitu kegiatan

diantara manusia untuk mendatang keuntungan. Orang yang terjun ke dunia

bisnis, baik lansung ataupun secara fidak langsung menginginkan keuntungan.

Prinsip ekonomi, yaitu meraih keuntungan yang sebesar-besar dengan

biaya yang sekecil-kecilnya me4iadi salah satu faktor pendorong terjadinya
praktek bisnis yang curang (unfair business pratice). Dalam dunia bisnis tidak
satupun pelakunya yang ingin rugi. Bisnis mengandung risiko dan ketidak pastian

yang tinggi, sehingga para pelaku akan selalu berusaha dengan segala cara untuk

meraih keuntungan yang besar.

Secara moral keuntungan harus dipahami dan diterima sebagai hal yang

positif melalui persaingan yang sehat dan fair. Namun, kecenderungan untuk

mengejar keuntungan kerap mendorong pelaku melakukan praktek bisnis yang

curang. Praktek bisnis curang para pelaku usaha membawa dampak terhadap para

pesaing den konsumen. Keinginan untuk memperbesar keuntungan dilakukan
dengan berbagai cara, antara lain dengan cara menguasai pasar. Pasar terdiri atas

beragam variasi pelaku usaha dengan berbagai kemarnpuan dan strategi untuk

memenangfuan pasar yang tidak jarang justru mengurangi atau bahkan

menghilangkan mekanisme persaingan pasar. Hal ini selanjutnya akan

'Ahmad Yani & Gunawan" Anti Morcpol; (PT. RajaGrafindo Persada: Jakartq 1999),

furisprudcntte I Volume 4 Nomor 1 Juni 2017



Pcngltosae hoilttksi Meblai filcstoit Ysfi*al SLNujaanah

,meftimbulkm kerugien d*lam k€gistm €keffii karena.upsya pelaku rmalra yang
menyebabkan pers*iangffi rrs#, tid* sehat. Upay* distorsi pasffi me*ggtdall
strmber daya yaag sehanmya di$ffikffi l6fi* b€rprodt*si s€oafir €frsicn
sehirqgga aldrimya k€n€im hi dialar* o}eh rnryarail<*. EEsini+dr peran

sebryEi reEuldor dihhfrkururrfid< mfnrytrhilrkm nrakarisme
. M*a integrasi *ertikal yrng memp*m sehrah teapan daram

kegiatan ekonomi idealnyajuga dibkukan sara eftsien.Integrasivertikal secara
sederhffia dapat diartikan sebagai suatu upaya uffuk metalarkan Berangkaian
produtsi anhra produksi hulu dengan produksi hilir, misalnya perusatraan
perkebunan sawit dengan perusahaan prdusen minyak goreng dan sabun mandi.
Alasan utama melalsrkan integrasi vertrkal adalah tlemi meqjamin
kesinernhrrngan kegiatan produksi perusahaan dan efisiensi pengguuuux sumber
daya

Penguasarn pasar dapat dilalorkan dengan me4guasai sej'umlah produk
yang termasuk dalam rengkei*n pro&ftsi ,,talu lazirr_ ilisribut integrasi ver.tikal-
Penguasaan us*ha secara verfikal ililakukan dengan cara rne.nguaqai iah.r usaha
dari hulu saupai ke hitir dengar tujuan meil$up peluang pelaku usaha lain
meemsuki bidang u-saha te$€buL Integr.asi vertikal dapat dibedakan menjadi tig4
yakni integrasi vertikal huiu, integrasi venikal hili{, dan integras,i vertikal hulu-
hilir:2

1- Sebuah perusahaan dikatakan mehkukan integrasi vertikal hulu, saat
mereka dapat rneiniliki beberapa fi,rak ussha yang mernproduksi bahan-
bahan pendukung untuk dapat ksi produk utarna. contohnya.
sebuah produsen mobil drput juga memiliki anak usaha yang

i ban, kaca, dan logam. Integrasi ini dimaksudkan untuk dapat
mernperobh pasokan baha*r bdru secara stabil dan konsisten. Integrasi ini
sernpat diterapkan oleh Ford en ffirdpa produsur mobil lain di dekacie
l920an, yang tujuanrrya untuk merrfurimalisir biaya produksi.

2. S€buah penrsahaan diketakan me{ailorkan integrasi vertikal hilir, ketika
mer€ka dapat menguasai ber@a{.iarfugm disribusi dan perjua}m.

3. Sebtrah perusahaan dikatakan melakukan integrasi vertikal htrltrhilir.
ketika rnereka dapat rnenguasai seluruh tahap dalam rantai suplai, baik
tahap produksi maupun tahap distribusi.

Fetonrena seprti itu dapat nrenyebabkan praktek bisnis yang tidak sehat
yang mengarah pada timbulnya distorsi ekonorni. Permasalaharmya adalah apakah
inetgrasi vertkal dapd nrenyebabkan persaingan y*r1g tidak s€hat.

diakes tanggal 28 Mei 2017
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PEMBAIIASAN
A. Integrasi Vertikal

Pada dasarnya integrasi vertikal dapat diartikan sebagai penggabungan

dua atau lebih perusahaan menjadi suatu perusahaan yang aktivitasnya

berhubungan secara vertikal. Hubungan vertikal meliputi pengadaan bahan bak.r

dan sumber daya lain, proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen penggpna

barang atau jasa. Kombinasi atau gabungan perusahaan dimaksudkan untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan efisiensi, memperkokoh

pertumbuhan, dan memperoleh bahan mentah yang teratur.

Menurut Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persainga., Usaha Tidak Sehat mengartikan integrasi vertikal

sebagai bentuk larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan

pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk

yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana

setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik

dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

Sifat kombinasi perusahaan secara umum dibedakan atas:

1. Kombinasi vertikal

2- Kombinasi Horizontal

Kombinasi vertikal atau integrasi vertikal adalah penggabungan beberapa

badan usaha yang bekerj apada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi

dari sesuatu barang.3 Jadi, perusahaan yang bergabung berbeda satu sama lain,

namun berada dalam urutan proses produksi suatu industri.

M. Manullaog,n m"rgemukakan bahwa kombinasi atau integrasi vertikal

akan berhasil apabila:

l. Kualitas produk sangat p€nting, sehingga kualitas bahan baku harus

baik.

2. Barang j"di yang dihasilkan suatu perusahaan digunakan oleh

perusahaan lain sebagai bahan baku.
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3 M. Mmu[ang, Pengantr Ekonomi Perusahaan (Ghalialndonesia : Jakart4 1980),

a M. Manulang, Pengantw Erszrs (Gafah Mada University Press : Jogiakarta 2002),
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3. Anrs b*an bal<u dryat diafiil s€suai dengsn pros€s produksi, jadi
&pct diefi*r ilml* bdran bailru yarg disirnpar dau hmil p{oduksi
akhir.

Menu** Mur*r Fu45 kr Ahmad Yani & Gurswan'tilidj*j*o bahwa
rneskiptrn integrsi vertilkal, mungkin bisa- rnenghailkan prodtrk dengur harga
mrah, tetapi hal tersebut juga dapat reniffirlkm p€rsaingaf, usafoa ti&k sehat
yang mens* setrdi-serdi perekmomiai masyrakat.

B, Damp+k In@rasi Verti*al Tcrtedap Pers*ingen Us*ha

Pemusatan kehratarr elonomi dengan pengt asaan nyala rnelalui iotegrasi
verlikal dapat mengakibafkan harga baGarg yang diperdagaagkan tidak lagi

.bukun ekouomi permistaaa rlan penawara+ melainkan
sema*a-srala diteng*an ol,eh saar atal kbft pelaku ekonomi y.ang nrenguasai

pasar tersebut Integrasi verfikal jugadapat rnenyeQ,abkan prakt€k,nronopoli.

Relevan d:n€an ketentuan Pasal I ayat (l) Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 tentaug Laranga+ Prahek Monopoli da*r Persaingan Usaha Tidak Sehat

menenErka.r:

Monopoli addah penguzlsrnn -trs Sroduksi dan atau pemasa[aJr barang
dan atau ahs penggunaaa jasa terfentu oleh satu pehku atau satu

kel,ompok pehku usahs-

Lebih lanjut dalam Pasal I ayat (2) menentukan:

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau

lebih pelaku usaha yang mengaklbatkan dikuasainya produksi dan atau

pemasaran atas barang dan atau jasa tertenfu sehingga menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat d"o d"p.t merugikan kepentingan umum-

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usatra Tidak Sehat, yaitu
suatu keadaan dimana telah terjadi praktek monopoli "berpotensP untuk
menciptakan pe.rsaingan rrsaha tidak seltatAhmad Yani & Ggnawan Wijaya-? ttat
ini reh.vm dengan ketentuan Undmg-Undang No. 5 Tatrtm 1999 tentang

farangan Praktek Monopoli .]an Persaingan Usaha Tid* Sehat pada Pasal L ayat
(6) menenarkan batrwa:

5 Munir Fuady, Hulam Anti Monopoli dan Persoingan (Jsoha Menyongsong Era
Perdagongm Be6as(CitraAdfua : Barndurg, 1999), h.68

u Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, op.cit.,h.X

' Ahmad Yatri & Gunawan Wrdj4q op.cit-, h- 9
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Persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai suatu persaingan antar pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran
barang/jasa yang dilahrkan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan
cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha ini memiliki'makna yang sangat luas meliputi keadaan
suatu pasar yang bersangkutan dengan kegiatan pemasaran dan atau penjualan
barang atau jasa dan berkaitan dengan praktek monopoli, baik yang berasal dari
pemasok, pelanggan, pesaing dan lainnya.t undang-undang persaingan dibuat
untuk menjaga persaingan yang sehat di satu pihak dan untuk melindungi
konsumen dilain pihak.e

Integrasi vertikal adalah gabungan perusahaan yang bekeqa pada tingkat
yang berbeda dalam proses produksi suafu barang. Praktek integrasi vertikal
tersebut, diharapkan dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah.
Oleh karena dapat mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan kualitas
barang yang akan diproduksi, karena supply bahan mentah dapat langsung
diawasi. Namun, dalam kenyataan integrasi ini juga dapat mengakibatkan
penguas:um pasar atau penguasaan industri yang dapat merusak sendi-sendi
perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang karena berpeluang
mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebagai
contoh adalah praktek bisnis yang dilakukan oleh Salim Group.

Kelompok perusahaan Salim Group --- pr. Bogasari Flour Mi[s ---
sebagai pengelola industri terigu, juga memiliki perusatraan makanan yang
berbahan baku terigu yaitu indofood yang menguasai pangsa pasar mie instant dan
pabrik biscuit ubindo serta Indomarco sebagai jaringan distribusinya. Tentu saja
PT. Indofood dan PT. ub,ndo bisa memilih tepung terigu yang terbaik dengan
harga yang sama.

Beberapa contoh kasus integrasi vertikal oleh perusaha^nyangterkenal di
dunia intemasional diantaranya carnegie steer, EwonMobil, ata;I_ paramount
Picture,1nc.. Penrsatraz,t Carniege Steel menrpakan salah safu perusahaan paling
awal dan paling terkenal dari integrasi vertikal di bidang industri baja. Perusahaan
ini tidak hanya memiliki pabrik pembuatan baja, tetapi antara lain juga memiliki
tambang bijilr besi, tambang batu bara, pabrik.pengolah batu bara kapal pengirim
bijih besi, dan juga kereta api pengirim batu bara. Carnegiejuga berupaya untuk
mengembangkan sumber dprya manusianya secara terus-menerus, sehingga

t Gunawan wiiayc Rahosia Dagang@T. RajaGrafrndo pemada : Jakarta,200l), h.4

Chatamarasjid, , Menyingkq Tabir Perseroan (Pierccing The Corporate Veil) (Cita
Aditya: Bandung, 2000), b-129

q

[l
I
ri

T
t

13

-

Jnrisprudenflz I Volume 4 Nomor I Juni 2017



Pugnanm'hoilnksi Melohi Integrasi Vsti*zl SLNujaaaol

pekerjmye s€dirilah yamg *el amtel&*i jabetan p€atidftg, bukan orang dari
perus+ae *ein. C@wgk ffi<m juga ffirld+rikffi sebu* institut unttik
memperdalam generffii€eflerasi berikumya ftntang proses
pembmar baja

Perusdman muhinasional seperti EruonMobit, yang berge.uk di ffieqg
industri minyak jtrga rererapka* integrmi vertikal dalam .berbisnis, &ngan
memiliki inffittr mutai dffii infratruktm pemgebo,ran mhyak mentah,
infrasdcmr poryoFatran miryak rn€mtft, dan luga infrasffitur untuk
mandistibmilannya ke konsurnen di sefuruh dunia. Adrysn Paramount Pictures
merupakan indusEi perfihan di AmErika Serikat yang bertrembqng pada awal
dekade lyman hirrggu awal dekade l950an. Pmamount Piaures bersama detapan
studio film besar di Amerika Serikat, dimana tima diantaranya adalah MGM,
Warner Brothers, 20th Cenfuqr Fox, Paramount Pictures, dan RKO terintegrasi
penuh, dengan tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan film, tetapi juga
memiliki bioskop seniliil Sement .a rtrr, tiga stuilio sisanya, yakni Universal
shrdios, Columbia Pictures, dan united Artists, hanya rnemproduksi dan
mendistribusftan fiIm, tetapi tidak ,memilfti bioskop sendrri. Pada kasus ini,
Mahkamatl ApgIDg Amenka S€rikat akhirnya rnemerinlahkan lfuna sfirdio film
besar untuk menjual bioskop mereka dan juga lce.ligre sfiIdio tilrn
ters€ht untuk srelakl*an akti.vitas

Fakta-?;kta padakasus dratas menrmjrftka,n telah terjadi penguasaan usaha
dari hulu ke hilir oleh satu pihk saja atau suasl kelompok usaha yang dikenat
dengan integrasi vertikal. Penguasaan pasar rnelalui integrasi vertikal pada
akhimya akan rnengakibatkarl pemusatan kekuatan ekonomi dengan p€ngtlasaan
nyata dan dapat rnengakibatkan harga bffiang yafig dip€r'dagangkan tidak lagi
rnengikuti huktua ekonomi nrergenai permintaan dan penawaran, melainkan
semata-mata ditenttil<an oleh satu atau bbih petaku ekonomi yang menguasai
pasar tersehrt yang mengakibatkart praktek monopoti dan persaingan usaha yang
tidak sehat

Dalam keadam sepefii igs *kan kmumen, olch karffa harga
b'arang yatg diprodrilsi atau dijual *an ditffrtr*an targsturg ole{r ketornpok
us*a yarg mtrtgrrasai indmri ftrs€but. Praktek bisnis seperti ini menunrt
Undang-undang fufri Monopoli adalah merupakan perjanjian yang dilarang dan
dapat mengakibatkan timbulnya distorsi ekonomi.

Sebagaimara ditegaskan dalrn Undang-undmg No. 5 Tahtm lg99
tenhng Lalangan Frakd< Monopoti dan Persaingan usaha Tidak Se-hat pada
Pasal 14 bahwa:

E
sct

,tq

E
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Pengusaha usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha larn

yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam

rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian

produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam

suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau

merugikan masyarakat.

Penjabaran unsur-unsur yang ada dalam pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah

sebagai berikut:lo

1. Pelaku usaha

Pelaku usaha menurut pasal I angka 5 adalah setiap orang perorangan

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang didffian dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian, menyelanggarakan berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Perjanjian

Perjanjian menurut pasal I angka 7 adalah suatu perbuatan safrr atau

lebih petaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih

pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak

tertulis.

3. Pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang berada dalam satu

rangkaian produksiloperasi baik di hulu maupun hilir.

4. Menguasai produksi

Penguasaan bahau baku, produksi/operasi dan pangsa pasar yang

dilakukan oleh suafa pelaku usaha dalam suatu rangkaian produksi

5. Barang

Barang menurut pasa! I angka 16 adalatr detiap bend4 baik berwujud

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergeralq yang

dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, ata,u dimanfaatkan oleh

konsumen atau pelaku usaha.

10 www -fopu. go. id Diakxs pada 25 lllei 2017
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6. Jass

Jasa rcntsut.pasal 1 a$gka 17 addah scliap layanan yang brbentuk
pekerjaan arau prestasi VanS dip€r-@a&gkan daler*r msyarakat ufittlk
dirnanfaa*an oleh konsurnen dau pelaktr usaha.

7- Persaiagan usabatidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingm antar pelaku usaha

dalam menjalankan kegiatan prodrilisi dan atau pemasamn barang dan

atau jasa yang dilalcukan tid* jujur atau rnelawan hukum atau

menghanrbct persaingan usaba

8- Merugikan masyarakat

Merug*.an masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat harus

menanggung biaya akibat terjadinya p€rsaingru, tidal( sehat, seperti

harga yang tidak wqiar, kualitas barang{asa yang rendah, pilihan yang

terbatas/kehngkaan dan tuunnya kesejahteraan (welfare loss}

Makna dari Pasal 14 undang-undang tersebut dapat diartkan bahwa

selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi .ir{ak menyebabkan terjadinya

persaingan usaha yangttdak sehat maka hal itu tidak dapal dilarang Pemusatan

kekuatan ekonomi yang terjadi karena kemarnpuan sendiri, prediksi atau kejelian

bisnis )rang tinggi tidak dilarang

PENUTUP
Integrasi vertikal dapat mengurangi biaya prod.uksi atau meningkatkan

hralitas bar.ang Nanrun, dapat mengakibat*an penguasaa& pasar atan pengu:lsiuln

industni yang dapat mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang

tidak sehat sehingga meninrbulkan disorsi ekonomi. Oloh karena Persaingan

trarus diaralrkan pada peningkatan efisiensi, produktivitas kerja, muar hasil

produksi, dan pelayanan pada komumen.
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